PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
] BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : g, bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa agar sesuaij dengan tata kelola pemerintahan yang
baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat
bermanfaat  untuk menunjang penyelenggaraan

Barang/Jasa di Desa Kabupaten Tulungagung;
b. bahwa ada sebagian ketentuan dalam Peraturan Bupati
tersebut  yang perlu disempurnakan untuk

memperlancar pertanggungjawaban pengadaan
barang/jasa;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
. dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten
Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Nomor 3851);

2. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);
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10.

11

12

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 95539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007

Tata cara Pelaporan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2006 Nomor 05 Seri D);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8

Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2006 Nomor 7 Seri D );

. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12

Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2006 Nomor 10 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18
Tahun 2013 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Seri B);

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan  Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya di Kabupaten Tulungagung Tahun
2013 Nomor 3);

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2014 Nomor 48);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATUARAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI
DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal 1

Ketentuan dalam Bab III Huruf C angka 1 Lampiran Peraturan
Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan barang/Jasa di Desa Kabupaten Tulungagung
(Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 48)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa.
2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1),
dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari
TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia
Barang/Jasa.
3) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan

Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang
lebih murah.

4) Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi

berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk
dan atas nama TPK.

b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) :

1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa.

2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1),
dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran
secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan
dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa
atau ruang lingkup pekerja, volume, dan satuan).

3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran
tertulis yang berisi daftar barang/jasa  (rincian
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume,
dan satuan) dan harga.

4) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan
penyed.a barang/jasa untuk memperoleh harga yang

lebih murah, secara tertulis di berita acara klarifikasi
dan negosiasi harga.
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Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi
berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk
dan atas nama TPK.

. Pengadaan Barang/Jasa dengan  nilai di atas
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) :

1)

2)

3)

4)

o)

6)

7)

TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran
secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia barang/jasa
yang berbeda dilampiri daftar barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang lingkup pekerja, volume, dan
satuan). Dan spesifikasi teknis barang/jasa.

Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran
tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume,
dan satuan) dan harga.

TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis
barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa
yang memasukkan penawaran.

Apabila  spesifikasi teknis barang/jasa yang

ditawarkan :

a) Dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa,
maka dilanjutkan dengan proses negoisasi (tawar-
menawar) secara bersamaan.

b) Dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa,
maka TPK tetap melanjutkan dengan proses
negoisasi (tawar menawar) kepada Penyedia
Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis
tersebut.

c) Tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia
Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses
pengadaan.

Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud

pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan

kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud

pada angka 1).

Negoisasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud

pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk

memperoleh harga yang lebih murah, dan dilakukan
secara tertulis.

Hasil negoisasi dituangkan dalam surat perjanjian
antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang
berisi sekurang-kurangnya :

a) Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian ;
b) Para pihak ;

¢) Ruang lingkup pekerjaan ;

d) Nilai pekerjaan ;

e) Hak dan kewajiban para pihak ;

f) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ;

g8) Ketentuan keadaan kahar, dan

h) Sanksi.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 4 Januari 2016

gkan di Tulungagung
ggal 4 Januari 2016
ARIS DAERAH

NDRA FAUZI, MM
#Mmbina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

L-V/‘

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 5




